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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

bahwa untuk memberi landasan dan pedoman bagi
pelaksanaan FPembangunan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Mojokerto, sebagal bagian integral dan
yang menyatu diri dengan Pembangunan Daeran
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur serta Pem-
bangunan Nasional, dipan dang perlu menetapkan
suatu Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya
Daeréh Tingkat II Mojokerio vang sekaligus meru-
pakan penjabaran logis dari Garis-garis Besar
Halauan Negara, berdasarkan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
II/MPR /1588 H

bahwa pelaksanaan PELITA IV telah member ikan
hasil-hasil vang positip dan telah mampu menjadil-
kan keadaan vang cukup mantap cleb karena itu
untuk memberikan Kkejelasan arah dan pedoman
pelaksanaan dan Pembangunan Daerah sebagai usaha
untuk meningkatkan Kegerasian dan Kkeselarasan
pembangunan nrasional secara bertahap dan berkesi-
nambungan, maka periu adanva Pola Dasar Pembangun

an Daerah ;



Mengingat

C

pahwa Pola Dasar Pembanguran Daeran kotamadva
Baerah Tingkat I1I Mojokerteo Tahun 1989/1950-1293/
1994 mempunvai arti vang kbhusus dan  sirategis,
karena merupakan tahap akhir dari Tembangunan
TDaerah Jangka Panjang 25 Tahun pertama, dan
sekaligus merintis serta mempersiapkan tahap awal
Pembangunan Daerah Jangka Panliang 25 Tahun kedua,
vang merupakan bagian tak tTerpisahkan dari proses
tinggal landas Pembangunan Nasional sebagal
Pengamalan Pancasila

bahwa sigtematika Pola Dasar Pembangurlan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto disusun
berdasarkan Surat Menterl Dalam Negerl Nomor BANG
DA 1/9/26 tanggal 1 Nopember 1378 perihal Fedoman
Penyvusunan Pola Dasar Pembangunan baerah junctis
Nomor O050.1/65/BANGDA tanggal 24 Maret 1978 dan
Nomor 0530.1/1153/BANGDA tanggal 23 Meil 1983 peri
hal Pedoman Penvusunan Pola Dasar Pembangunan
Daerah dan Repelita V Daerah

bahwa sebagai pedoman dan landasan vang pasti
dalam pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan di
seluruh Kotamadva Daerah Tingkat IT Mojokerto
maka Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1989/19350-1933/
3894 ini perlu dituangkan dalam suatu Peraturan
Daerah.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang PFoKok-po

kok Pemerintahan di Daerah

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1930 tentang Femben
tukan Daerah Kota Recil dalam Lingkungan Fropinsi
Jawa Timur/Jawa Tengah/Jdawa Barat H

Undang-undanyg Nomer 4 Tahun 1982 tentany ketentu
an-ketenituan Fokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
Peraturan Pomerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang
Perubanan Bavas Wilayah Kotamadva Daecrah Tingkat

IT Mojokerto



Dengan

1
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Feraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentand
Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Ke
uangan Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Palaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belania Daeran ;

Keputusan FPresiden Nomor 27 tahun 1980 tentang
Pewmbentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun
1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor &% tahun 1382
tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengen
dalian Pembangunan Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor i85 tahun
1980 tentang Pedoman Susunan Organisasudan Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daeran Ting
kat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tingkat IT.

persetujuan Dewan FPerwakilan Rakyat Daerah Kotamadya

Daerah Tingkat II Mojokerto.
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MEMUT®UE KAKR

RATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKER

TO TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT I1 MOJOKERTO TAHUN 1989/15%0-

199371994

Pasal i

Dalam Peraturan Daerab ini vang dimaksud dengan istilan

Pemerintah

I1 Mojokerto

Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Draerah Tingkat

Kepala Daerah, lalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Ii

Mo jokerto

i

DPED, ialah Dewan Ferwakilan Rakvat Daerah Kotamadya Daeran

Tingkat II Mojokerto ¢



d.

m.

(1)

{2}

GBHN, islan Garis-garis bBesar Halauan Negara yang ditetapkan
dalam Ketctapan Majelis Fermusyawaratan Rakyat Republik Indo
nesia Nomor II/MPR/1988

Frnia Dasar Pembangunan Daerah, ialah Pola Dasar Pembangunan
Daeran Kotamadva Daerah Tingkat II Mojokerto

REPELITA, ialah Rencana Pembangunan Lima Tahun ;

{LITA v, ialah Pembanagunan Lima Tahun Tahap Kelima
CERBANG  KERTASUSIDA, ialah Gresik, Bangkalan, Mo jokerto,
Surabava,. SHidoarjo dan Lamongan :

Kotamadya Mojokerto, ialah Kotamadya Daerah Tingkat I1 Mojo-
kerto ;

Propinsi Jawa Timur, ialah Propinsi Daerah Tingkat 1jawa Timur
APBN, ialah Anggaran Pendapatan dan Eelanja Negara ;

APBD Tingkat T, ialah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
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‘opinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

o)

APBD Tingkat II, lalah Anggaran Pendapatan dan Belanja TUaerah
Kotamadya Daeran Tingkat II Moiokerto

PMA, ialah Penanaman Modal Asing

pPMDN, i1aiah Penanaman Modal Dalam Negeri

BUDTFARINDA, ialah Budava, Pendidikan, Pariwisata, Industri

dan Perdagangan.

Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Pola Dasar Pembangu-
nan Daerah tahun 1989/1990-1993/19%4
Pola Dasar Pembangunan Daerah dimaksud pada ayat {i) pasal

ini disusun dengan sistematika sabagai berikut :

B A B T :  PENDAHULUAN
B A B [T - POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH JAKGKA PANJANG
B AB 111 : pOLA UMUM PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KELIMA DAERAH
5 A B 1V ¢+ PENUTUP
rasal 3

Pola Dasar Pembangunan Daerah dimaksud dalam pasal 2 FPeratu-
yan  pasrah  ini, merupkan suatu Pola Pembangunan disniuruh
Dacrah  rlan  wWilavah Kotamadya Mojokerto dalam Garis-garis
Besar vang ditetapkan untuk melaksanakan GBHN, tola Dasar

Pembangunan Propinsi Daeran Tingkat I Jawa Timur



{2} Materi Pola Dasar Pembangunan Daerah dimaksud pada avat (i)

pasal ini meliputi Garis-garis Besar dari seluruh rencaha
keglatan pembangunan sSemua Instansi Pemerintah Daerah, vang
disusun secara kKoerdinatif atas dasar prinsip penyelarasan
dan penuujangan. Merupakan rangkalan program-program pemban-
gunan dasar vang menveluruh, terarah_dan terpadu berlangsung
secara bertahap dan berkesinambungan serta dituangkan secara

sistimatis.

Fasal 4
Garis-garis Besar dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah
ini, memuat Dasar-dasar FPembangunan Daerah Kotamadya Daerah

Tingkat I1I Mojokerto dalam PELITA V baik Pembangunan Sektoral

maupun Pempanguhnan Daerah.

Pasal 5
Kepala Daerah Mengemban dan melaksanakan GBHN, nmenysusun
dan menetapkan lebih lanjut EEPELITA Kelima Daerah dan Rencana
Pembangunan Tahunan Daerah dengan berpedoman pada FPola Dasar Pem

bangunan Daerah ini.
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Pelaksanaan REPELITA V  daerah diselenggarakan sebagal
berikut
ja Daerah (APBD) Kotamadya Daerah Tingkat I1 Mojokerto ditetap
kan dalam Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sesual de
ngan ketentuan dalam pasal 64 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
h. REPELITA V TDaerah dibeavai Anggaran Fendapatan dan Belanja
Negara (APBN} menjadi KompetensiInstansi Vertikal vyang Dber-
sangkutan dan Walikotamadya Kepala Daerah, untuk diusulkan

kepada dan ditetapkan oleh Pemerintah atasan/Pusat.

Pasal 7
Pola BDasar Pembangunan Daerah dimaksud dalam  pasal 4
Peraturan Daerah ini, perlu ditinjau Remball setilap 1ima tahun

sekali, sesual dengan perkembangan dalam segala bidang.



Easal 8
Hal-nal vang belum diatur dalam Feraturan Daerah ini
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oelh
Kepala Daerah.
Fasal 9
pPeraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang-
kan.
Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundan-
gan FPeratursn Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Mo jokerto.

Mo jokerto, 23 Pebruari 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1 TINGKAT II MOJOKERTOC
MOJUOKERTO
Ketua, Cap. tid
Cap. ttd.
ACHMAD SOGCHIEB | WADIJON 3H

Ol
NIP. 010 055 315
Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Timur tanggal i4 Agustus 1989 Nomor 265/P tahun 1589,

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris wWilayah/Daerah
{pidang Femerintahan)

Cap ttd.

<
-t

Drs. SOEQJITO

NIP. 010 016 467

foal

Diundangikan dalam Lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Mojokerto tanun i989 Seri C pada tanggal 31 Agustus 1989 Nomor
4/C.
An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAEKRAH TINGKAT IX
| MOJdOKERTO
Sekretaris Kotamadyva Llaerah
Cap. ttd.

Drs. B O T M TN

NIP. 01G 045 Z41



A.

PENJELAGSARN

NOMOK 2 TAHUN 1389
TENTANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
TAHUN 1989/1990-1993/1994

PENJELABAN UMUM :

a.

Naskah Peraturan bDaerah ini terdiri dari dua bagian vaitu

bagian yang wmerupakan pasal-pasal @ Peraturan Daerah dan

bagian vyang memuat materi Pola Dasar Pembangunan Daerah

vyang merupakan lamplran dari Feraturan Daerah.

Materi Pola Dasar Fembangunan Daerab terdiri dari dua bagi

an, vaitu

1. Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang
Yang berisl Garis-garis kebijaksanaan Pembangunan Daerah
untuk kurun waktu 25 tahun vang pelaksanaannya diseleng
garakan secara bertahap.

2. Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah
Yang merupakan Penjabaran dari Pola Umum Pembangunan
Daerah Jangka Panjang untuk tahap kelima, vang peniaba-
ran lebih lanjut dituangkan dalam bentuk Rencana Pemba
ngunan Lima Tanun Kelima Daerah vang diteruskan dalam
ben tuk Keputusan Walikotamadva Kepala ilaerah.

Sebagai tahap akhir dari Pembangunan Daerah Jangka Fanjang,

maka Pola Dasar Pembangunan Daerah tahun 1989/1990-1993/19

94 diwarnai oleh tTiga hal pokok, vaitu

1. Peningkatan kualitas manusia dan kualitas masyarakat,
sehingga mereka memiliki Kemampuan vang tinggi untuk ne
lanjutkan pembangunan tahap-tahap berikutnvya :

2. Mempertinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam ien-

sukseskan pelaksanaan penbangunan



3. Penyelamatan Sumber Dbaya Ajam dan LingRungan tidup demi
terpeliharanya kehidupan generasli mendatang.

d. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il
Mo jokerto merupakan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerin
rah Pusat di Daerah, Aparatur Pemerintah UDaerah dan masyara
kat dalam melaksanakan Pewmbangunan di Kotamadya Daerah
Tingkat II Mojokerto, Rencana Pembangunan Wilayvah dan Penyu
sunan Kota.

e. Pnla Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daeran Tingkat iT
Mo jokerto merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar
Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
vang disesualikan dengan aspirasi dan kondisi masyarakat di
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat IT Mo jokerto dalam rangka
pelaksanaan GBHN 41 Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.
Oleh karenanva FPola Dasar Penbangunan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat 1II Mojokerto dituangkan dalam Peraturan

Daerah Kotamadva Daerah Tingkat II tojokerte.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampal dengan pasal 7 cukup jelas.
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